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REPFUSLIN INDONESLA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS

Pemeriniah Repubilik Indonesia dan Pemerintah Republik Palandia. selanjutnya
disebut “Para Pihak”;

BERHASRAT untuk memparkuat hubungan bersahabal antara kedua negara.
BERKEINGINAN untuk memfasiitasi masuk dan penalanan entar kedua

negara bagi warga negaranya pemagang paspor diplomatik dan paspor dinas
yang sah,

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang bedaky di masing:
masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut

Pasal 1
FPEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia pemagang paspor dislomatik atay paspor dinas
yang sah dan diterbithan cleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
tidak diwajibkan unluk memperoleh viea untuk masuk, transit dan tinggal di
wilayah Republik Polandia untuk jangka wakiu lidak lebih dan 90 (sembilan
puluh) hari dalam suatu periode jangka waktu 180 (seratus delapan puihuhy)
hari dihitung dari tanggal pertama kali masuk, sebagaimana diatur dalam
Pazal 2
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2 Wamga Negara Polandia pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas
yang sah dan diferbitkan oleh Kementerian Luar Megen Republik Polandia
tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di
wilayah Republik indonesia untuk jangka wakiu tidak lebih dan 30 (tiga
puluh} hari dihitung dari tanggal masuk, sebagamana diatur dalam Pazal 2

Pasal 2
I VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Ketentuan dalam Pasal 1 tidak berlaku bagi warga negara dari salah satu Pihak
yang memegang paspor diplomatk atau paspor dinas yang sah yang |
ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah pihak |
lain atau untuk anggola keluarga yang merupakan bagian dari kefuarga |
meneka. Sebelurn memasuki wilayah Pihak lain, waiga negara tersebut wajib
dipersyarathan untuk mempercleh visa masuk yang sesual dan misk diplomati
Pihak lzinnya l

Fasal 3
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dani warga negarma masing-masing pihak wajib sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lammya

Fasal 4
HAK PIHAK BERWENANG

1. Warga negara daf salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau
paspor dinas yang sah wajib mematubi hukum yang berlaku di wilayah
Pihak |ain ketika melintasi perbatasan dan selama tinggal di wiayah Pihak
kam

2, Sefisp Pihak berhak untuk menciak masuk atau mempersingkal masa
tinggal dari setiap warga nepara Pihak lainnya apabila dianggap babwa
warga negara tersebut fidak dikehendaki atau dwoungal  dapat
membahayakan ketenlraman masyarakal ketertiban umum  kesehatan
masyarakat atau keamanan nasions
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Pasal 5
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1 Para Pihak wajib saling bertukar contoh-contoh paspor diplomatik dan
paspor dinasnya yang sah, melalui saluran diplomatik dalam jangka wakiu
30 itsga pulub) hari setlah penandatanganan Persetujuan i |

2 Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dinas baru, seta |
modifikas! terhadap paspor yang masih barlaku, Para Pihak wajb saling |
memberitabukan secars lerfulis, melalui saluran diplomatik.  mengenai
sefiap perubahan tidak lebin darn 30 (ga puluh) hani sebelum pengenalan
resminya

| 3 Datam hal warga negara dari salah satu Pihak kehiangan atau rusak
paspor diplomatik atay dinasnya di witayah Pihak lain, mereka wajib sagera
memberitahukan kepada pejabal berwenang di negara Pihak penarnima
melalui misi diplomatik atau pos konsuler yang mewakii negara asal Misi
diplomatik atau pos konsuler yang bersanghulan, sesual dengan
perundang-undangan nasionainya, wajib menerbilkan kepada orang
dimaksud, suatu dokurnen untuk kembali ke negara asainya

Pasal 6
PENANGGUHAN

1. Masing-maging Pihak berhak menunda sementara Perselujuan ini secara
keseluruhan maupun sebagian untuk akasan-alasan keamanan nasional,
keamanan masyarakal, ketertiban umum atau kesehatan masyarakal

2 Penangguhan serta pembatalan penangguhan menurut ayat 1 Pasal ini
harus segera dibertahukan kepada Pihak lainnya mefalsl saluran
diplomatik

F'III‘ T |
PENYELESAIAN SENGKETA

Sebiap perbedaan alau perselisihan yang tmbul dari penafsiran atau
pelaksanaan kelentuan Persetujuan ini akan disslesaman secara damai melald
Konsultasi atau perundingan antara Para Pihak, |
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Pasal B
| PERUBAHAN

Persatujuan ini dapal divbah atau dwevisi, apabda dipandang perlu,
berdasarkan kesapakatan terulis Para Pihak Perubahan atau revisi tersebut,
termasuk khususnya perpanjangan periode sesual ketenfuan dalam Pasal 1
Perselujuan ini. Perubahan atau revis| tersebul akan mulai berlaku pada |
tenggal yang ditentukan oleh Para Pihak

Pasal 9
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1 Parselujuan ini wajib mulai berlaky 30 (tiga puluh) han setelah tanggal
diterimanya, pamberitahuan terakhir melalui saluran diplomatik, dimana
Para Pihak telah saling membentahukan bahwa semua persyaratan
prosedur ikum internal yang diparsyaratkan unfuk bartakunya Parsetujean
inl, telal dipenubi

2. Persstujuan ini berlaku untuk jangka wakiu yang tidak ditentukan Setiap
Fihaw dapat mengakhini Persetujuan in dengan pembaritahuan mealai Il
saluran diplomatik, Datam hal demikian, Persetujuan ini akan berakhir 90
(sembilan puluh) harl setelah tanggal penenmaan pembentabuan
pengakhiran

S <

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberkan kuasa |
penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini

Dibual di Warsawa_ pada langgal 4 Seplember 2013, dalam rangkap dua ash
daltam Bahasa |Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggrs, semua
naskah tersebul memiliki keaskan yang sama, Dalam hal toradi perbedaan
penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib barlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
LIK mm REPUBLIK POLANDIA
BOGUSLAW WINID
Dlmklur Jenderal Amerika dan Eropa Undersecretary of Slale |
Kementerian Luar Megeri pada Kementorian Luar Negen

Republik Indonasia Republik Polandia
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REPUBRLIE INDONESLA

LUMOWA
MIEDZY RZADEM REPUBLIKI INDONEZJ
A
RZADEM RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
O ZNIESIENIU OBOWIAZKU WIZOWEGO
DLA POSIADACZY PASZPORTOW DYPLOMATYCZNYCH | SLUZBOWYCH

Rzad Republiki Indonezji | Rzad Rrecrypospoilej Polskie) zwane dale
Umawiajacymi sie Stronami”,

- PRAGNAC zaciesnit przyjazne stosunki pomipdzy obydwoma krajami,

- PRAGNAC ulatwet wiazd omaz podrdéowanie migdzy obydwoma krajami ich
obywatelom legitymujaeym cig wainymi paszportami  dyplomatyeznymi
| Shudbawymi,

- ZGODNIE z obowazujgcymi przepisami prawa obyowy krajow
UZGODNILY, co nastepuje:

Artykut 1
ZWOLNIENIE Z OBOWIAZKU WIZOWEGO

1. Obywalele indonezyjscy legitymujacy s  wadnymi  paszportami
dyplomatyczoymi lub shutbowymi wydanymi przez Ministerstwo Spraw
Zagramiczriych Republiki Indonez)), s3 uprawnsen: do wjazdu, tranzyiu oraz
pobylu na lerytorium Rzecrypospolitej Polskme| ber wiz preer okres nie
diuzszy nik 90 (doewistdriesigt) dni w ckresie 180 (stu osiemdziesieciu)
dni, liczonych od daty plerwszego wiazdu, z zastrredeniem Arykubu 2

2. Obywatele polscy legitymujacy sie waznymi paszportami dyplomatyeznymi
lub shudbsowymi  wydanymi przez Mmsterstwo Spraw  Zagianicznych
Fzeczypospolile) Polskier, s uprawnieni do wjazdu, ranzyty oraz pobytu
na terytorium Republiki Indonez)i bez wiz, przez okres nie diuzezy niz 30
{trevdziescl) dni, lictonych od daty wiazdu, 2 zastrzezeniem Artykulu 2.
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